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SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR t9 TAHUN2O2l

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PEI,AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEI,APORAN SERTA MONITOzuNG DAN

EVALUASI BEI.ANJA BANTUAN KEUANGAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor l1 Tahun 2O0O tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran
Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahar Lembaran Negara Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(trmbaran Negara Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Menimbang:

BUPATI MOROWALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan l"ampiran Bab II Huruf D
angka 5 humf d angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Bantuan Keuangan;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
123, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang
Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2I tentang Badan
Usaha Milik Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2l Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6223);

7. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2016
tentang Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BEI.ANJA BANTUAN
KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa adalah bantuan

keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada

Desa yang diberikan APBD Kabupaten Morowali ke dalam APBDesa untuk

membiayai penguatan modal Badan Usaha Milik Desa.



2. Badan Us$a Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan

usaha yang selumh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan asset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraal

masyarakat desa.

3. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa

dalam rangka pengelolaan keuaagan desa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali yang

selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten Morowali Tahun Anggaran berkenaan.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,

Tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urLlsan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

9. Bupati adalah Bupati Morowali.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan kepada Desa diberikan sebagai bentuk dukungan

Pemerintah Daerah kepada Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat

desa dan penguatan Usaha ekonomi yang ada di Desa.

(2) Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk penyertaan modal BUMDes.
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(3) Penyertaan Modal BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (21

digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha dan/ atau unit usaha

BUMDes.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan kepada Desa dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daera-h pada akun Belanja Transfer dengan

rincian belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.

(2) Bantuar Keuangan kepada Desa diberikan sebesar Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) per desa kepada 126 (seratus dua puluh enam)

desa yang ada di Kabupaten Morowali.

(3) Bantuan Keuangan Kepada Desa ditransfer langsung ke rekening Desa

dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Bantuan Keuangan kepada Desa dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa yang pelaksanaannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Desa penerima Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

(1) Bantuan Keuangan kepada Desa dapat digunakan untuk biaya

Operasional BUMDes paling tinggi 3,5o/o (ttga koma lima persen) dan

peningkatan kapasitas pengurus paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu

€rnggaran yang diberikan per desa.

(21 Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :

a. laptop;

b. alat tulis kantor; dan

c. meubeler.

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yakni ;

a. bimbingan teknis;

b. sosialisasi dan pembinaan;

c. pemantapan materi; dan

d. pelatihan teknologi tepat guna.
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BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyaluran Dana

Pasal 5

(1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disalurkan

langsung sebesar lOOo/o (seratus persen) oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari Rekening Kas Umum

Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Dafam hal penyaluran Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan sampai

akhir tahun anggzrran berkenaan maka bantuan keuangan menjadi Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran.

(3) Pemerintah Desa mentransfer dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kas

BUMDes selambat-lambatnya 7 hari ke{a terhitung sejak dana Bantuan

keuangaa Penyertaan Modal kepada BUMDes masuk ke Rekening Kas Desa.

(4) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diselesaikan pada tahun

anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Bantuan

Pasal 6

(1) Mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan diberikan kepada desa

yang memiliki BUMDes yang aktif dan sehat;

(2) BUMDes yang altif sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) merupakan

BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Mekanisme pemanfaatan Bantuan Keuangan kepada Desa adalah

dikelola salah satu unit BUMDes dan berasaskan musyawarah.

(4) Musyawarah yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai BUMDes.

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada

Bupati Morowali cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
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Daerah dengan dilengkapi dokumen persyaratan pencairan masing-

masing rangkap 2 (dua).

(2) dokumen persyaratan pencairan terdiri dari:

a. surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada

Pemerintah Desa dari Pemerintah Desa kepada Bupati Cq. Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.

b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;

c. surat pernyataan penggunaan dana;

d. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Desa;

e. berita acara musyawarah Desa;

f. fakta integritas yang telah ditandatangani kepala desa dan camat;

g. surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang BUMDes

yang sehat dan sudah Registrasi;

h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bendaltara desa;

i. Fotokopi rekening koran giro kas desa.; da"n

j. Fotokopi rekening BUMDes .

(3) Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf e

merupakan rencana usaha yang dibuat secara sederhana.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 8

(1) Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten

Morowali melalui kepala sub bagran keuangan, menyelenggarakan

penatausahaan atas transfer bantuan keuangan kepada desa.

(2) Bidang Akuntansi Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali

menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer

dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

BABV

MONITORING, EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi pemberian bantuan Keuangan kepada Desa

dilaksanakan secara berkala pada saat persiapan, pelaksanaan maupun
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pasca kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh Camat.

(2) Bantuan Keuangan yang sudah disalurkan kepada Desa, sepenuhnya

menjadi tanggungiawab Kepala Desa Penerima Bantuan, sesuai peraturan

perundang-undangan pengelolaan keuangan desa.

(3) Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., Pemerintah Daerah hanya

bertanggunglawab terhadap administrasi pengajuaa penyaluran anggaran

kepada Pemerintah Desa.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN dan PEI,APORAN

Bagial Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan

melakukan pembinaan terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada

sesuai dengan kewenangannya.

aktif
Desa

Bagran Kedua

Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan pemkrian bantuan keuangan kepada Desa dilal<sanakan oleh

Inspektorat Kabupaten Morowali sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 12

(1) Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan Laporan

Pertanggungiawaban dan perkembangan pelaksaraan kegiatan setelah

bantuan di terima dari Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

(2) L,aporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. surat pernyataan tanggung jawab telah melaksanakan Bantuan

Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peruntukkannya'
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b. realisasi penggunaan dana (sesuai dengal format dalam aplikasi

SISKEUDES); dan

c. laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 13

Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam

arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak w4iib dan tidak harus

diberikan setiap tahun anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangaa Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal ,8 Ju6i ecal

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Diundalgkan di Bungku
pada tanggal 29 )qN 0o2l
SEKERTAzuS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR: at9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAI.,A BAGIAN HUKUM
SEKRE"IARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN D.S.H.,M.H
. Pembina,IV/a

NIP.19820602 200604 1 005

ttd.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : lo T,1flIN ao4t
TENTANG : -

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAI{AAN, PERIANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN KEUANCAN

KECAUATAN NAMA-NAMA DESA BANTUAN
KEUANGAN

MENUI KEPULAUAN TEREBINO 200,ooo,ooo.oo
TORUIfi'NO 20O,OOO,OOO.OO

NGAPAEA 20O,OOO,OOO.OO

PADALA'A 20o,ooo,ooo.oo
MOROMPNTOIIGA 20O,OOO,OOO,OO

KOFALAGA"DI 2OO,OOO,OOO.OO

PADEI LAUT 200,ooo,ooo.oo
PADEI DARAT 2OO,OOO,OOO.OO

SAMARENCTGA 2OO,OOO,OOO.OO

MASADIAN 20o,ooo,ooo.oo
PI'LAU TIGA 200,ooo,ooo.oo
MATANO 200,ooo,ooo.oo
MATARAPE 2OO,OOO,OOO.OO

I'LUMPA 2OO,OOO,OOO.OO

WAWANGKOLONO 2OO,OOO,OOO.OO

BURANGA 200,000,ooo.oo
DONGKATAN 200,ooo,ooo.oo
TAFAGAPI 20O,OOO,OOO.OO

PI'LAU TENGAH 200,ooo,ooo.oo
MBOISTTA 200,ooo,ooo.oo
TANJUI{G TIRAM 2OO,OOO,OOO.OO

TANONA 20O,OOO,OOO.OO

TANJUNGHARAPA 20O,OOO,OOO.OO

BUNGKT' SELATAN SAINOA 20O,OOO,OOO.OO

20O,OOO,OOO.OO

I'MBELE 200,ooo,ooo.oo
PULAU DUA
BAXALA 200,ooo,ooo.oo
PAXTJ 2OO,OOO,OOO.OO

KOBURU 20O,OOO,OOO.OO

BUTON 200,ooo,ooo.oo
JAWIJAWI 20o,ooo,ooo.oo
KALEROANG 2OO,OOO,OOO.OO

BUNGINGKELA 2OO,OOO,OOO.OO

LOKOMBI'LO 20O,OOO,OOO.OO

BUAJANGKA 20O,OOO,OOO.OO

WARU.WARU 2OO,OOO,OOO.OO

PADABALE 200,ooo,ooo.oo
PADO-PADO 200,ooo,ooo.oo
PI'LAUBAPA 20O,OOO,OOO.OO

LALEMO 2OO,OOO,OOO.OO

POLEWALI

200,ooo,ooo.oo



KECA]UATAN NAMA-NAMA DESA BATTUA.!{
ITIUANGAN

LAIUONTOLI 2OO,OOO,OOO.OO

BUNGINTENDE 2OO,OOO,OOO.OO

PANIMBAWANG 20O,OOO,OOO.OO

P'O'O 200,ooo,ooo.oo
BOELIUAU 200,ooo,ooo.oo



KECA.}IATAN NAMA.NAMA DESA BAIITUAN
I@UAI{GAN

FOARO 2()0,ooo,ooo.oo
IIMBELE LAMA 20O,OOO,OOO.OO

PI'LAU DUA DARAT 20o,ooo,ooo.oo
BUNGIIU PESISIR PUUNGKEU 200,ooo,ooo.oo

TANGOFA 20o,ooo,ooo.oo
ONE ETE 2OO,OOO,OOO.OO

TANDAOLEO 200,ooo,ooo.oo
LAtrEU 20O,OOO,OOO.OO

TORITE 200,ooo,ooo.oo
BT'LELENG 20O,OOO,OOO.OO

LAROENAI 200,ooo,oo0.oo
SAIUBAIAGI 200,ooo,oo0.oo
WERE'A 20O,OOO,OOO.OO

BAHODOPI BETE.BETE 2OO,OOO,OOO.OO

PADABAHAO 2OO,OOO,OOO.OO

LABOTA 200,ooo,ooo.oo
FATUrIA 2OO,OOO,OOO.OO

KEUREA 200,ooo,ooo.oo
BAHODOPI 20O,OOO,OOO.OO

LAIAMPU 20O,OOO,OOO.OO

SII'MBATU 2OO,OOO,OOO.OO

DA!,IPAIA 2OO,OOO,OOO.OO

LE.LE 2OO,OOO,OOO.OO

BAIIO MAAMUR 20O,OOO,OOO.OO

MAKARTIJAYA 20O,OOO,OOO.OO

BUNGKI' TIMUR ONEPUTEH JAYA 200,ooo,ooo.oo
BAHOMOTEFE 2OO,OOO,OOO.OO

BAHOMOAHI 200,ooo,ooo.oo
T'LI'LERE 200,ooo,ooo.oo
KOLOT{O 200,ooo,ooo.oo
GERESA 200,oo0,ooo,oo
LAROUE 2OO,OOO,OOO.OO

NAMBO 20O,OOO,OOO.OO

UNSONGI 20O,OOO,OOO.OO

LAHUAI'U 200,ooo,ooo.oo
BUI{GI(T' TENGNI PIruNGKOILU 2O0,OOO,OOO.OO

BAHONTOBUNGKI' 20O,OOO,OOO.OO

TOFUTI 2OO,OOO,OOO.OO

SAAITA 20O,OOO,OOO.OO

MATAI{SALA 200,ooo,ooo,oo
BAHORURU 2OO,OOO,OOO.OO

BENTE 200,ooo,ooo.oo
IPI 200,ooo,ooo.oo
BAHOMOHONI 200,ooo,ooo.oo
BAIIOMOLEO 20O,OOO,OOO.OO

BAHOUAt{TE 20O,OOO,OOO.OO

LANONA 2OO,OOO,OOO.OO

TUDUA 2OO,OOO,OOO.OO

BUNGKU BARAT BAHOEA REKO. REKO 20O,OOO,OOO.OO



KTCAMATAN NAMA-NAMA DESA BANTUAN
I{EUAI{GAN

wosu 2OO,OOO,OOO.OO

LAROBEITU
I'MPANGA

200,ooo,ooo.oo
200,ooo,ooo.oo

TO!IDO 200,ooo,ooo.oo
TOPOGARO 200,ooo,ooo.oo
AMBU.}{U 20O,OOO,OOO.OO

WA?A 2OO,OOO,OOO.OO



KECAMATAN NAMA-NA.}IA DESiA BAIITUAN
XEUANGAN

UEDACTO 200,ooo,ooo.oo
MARGA MI'LYA 200,ooo,oo0.oo

BI'MI RAYA PARILANGKE 200,ooo,ooo.oo
BAIIONSUAI
ATANANGA 200,ooo,ooo.oo
PEBATAE 200,ooo,ooo.oo
I.rMBELE 20O,OOO,OOO.OO

LAMBELU 200,ooo,ooo.oo
LIMBO MAXMUR 200,ooo,ooo.oo
BERINGIN JAYA 200,ooo,ooo.oo
SAMARE!TDA 200,ooo,ooo.oo
LASAMPI 2OO,OOO,OOO.OO

HARAIAN JAYA 20O,OOO,OOO.OO

PEBOTOA 200,ooo,oo0.oo
KARAUPA 200,ooo,oo0.oo

WITA POI{DA SAMPEANTABA 200,ooo,ooo.oo
EMEA 200,ooo,ooo.oo
MOAIIINO 200,ooo,ooo.oo
soLoI{sA 200,ooo,ooo.oo
LANTT'LA JAYA 200,ooo,o00.oo
PUNTARI UAIIIIIUR 200,ooo,ooo.oo
BI'MI HARAPAN 20O,OOO,OOO.OO

SOLONSA JAYA 20O,OOO,OOO.OO

UNGKAYA 2OO,OOO,OOO.OO

TOTAL BANTUAII KEUAIGAN 25,2OO,OOO,OOO.OO

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWAII

BAHDIN D.S.H..M.H
Pembina, IV/a

Nip.19820602 200604 1 005

20O,OOO,OO0.OO


